Mendagri Minta Kepala Daerah
Tetap Alokasikan APBD untuk
PKK Meski Ada Efisiensi Anggaran

Makassar, Sultranet.com - Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di
Indonesia untuk tetap berkomitmen memberikan dukungan anggaran kepada Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski di tengah kebijakan
efisiensi anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito
Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat
menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel
Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa TP PKK merupakan
organisasi strategis yang menjalankan berbagai program pemerintah hingga ke
tingkat keluarga. Karena itu, menurutnya, keberadaan PKK harus didukung
secara nyata oleh pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran.

“Hal penting yang ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah
harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan anggaran
kepada organisasi PKK,” ujar Ribka.

[a menambahkan, meskipun pemerintah daerah sedang menerapkan efisiensi
belanja, dukungan terhadap PKK tidak boleh diabaikan karena organisasi tersebut
menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh langsung masyarakat di
tingkat akar rumput.

“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun OPD
terkait bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun ada
efisiensi anggaran, PKK merupakan urusan yang wajib dan penting sehingga
harus dibiayai melalui APBD,” katanya.

Ribka bahkan secara khusus meminta insan pers menyampaikan pesan tersebut
kepada publik dan seluruh kepala daerah.
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“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana.
Jangan sampai ada kepala daerah yang dengan alasan efisiensi anggaran akhirnya
tidak mengalokasikan dana untuk PKK,” tegasnya yang disambut tepuk tangan
para Ketua TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Menurut Ribka, ketahanan sebuah negara sangat ditentukan oleh kekuatan
institusi keluarga. Oleh sebab itu, dukungan anggaran terhadap PKK merupakan
investasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Sebuah negara akan kuat dan berdiri kokoh ketika basis keluarga mendapat
dukungan melalui APBD serta perhatian dan komitmen dari kepala daerah,”
ujarnya.

[a juga berharap para kepala daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap
keberlangsungan program-program PKK. Bahkan, Ribka mengisyaratkan
pemerintah pusat akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan
komitmen tinggi dalam mendukung organisasi tersebut.

“Mungkin yang dari Sulawesi lebih baik. Saya berharap ibu-ibu yang hadir bisa
menyampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya akan cek
daerah-daerah yang memberikan dukungan APBD terbaik kepada PKK. Yang baik
mungkin akan diberikan reward,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa,
S.Sos, menyambut baik arahan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya,
dukungan anggaran merupakan faktor penting agar program-program PKK dapat
berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih
atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap PKK. Kami berharap
komitmen yang sama juga terus diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga
PKK dapat semakin maksimal bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Bombana,” ujarnya.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar juga dirangkaikan
dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional
(Dekranas).

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut,



di antaranya Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda
Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta para Ketua
TP PKK dan pengurus Dekranas dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di
Indonesia.

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan pameran produk UMKM
Dekranasda yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar. Seluruh provinsi
dan sejumlah kabupaten/kota membuka stan promosi produk unggulan daerah,
termasuk Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara yang menampilkan berbagai
hasil kerajinan dan produk UMKM lokal. (*)



